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BUPATI ALOR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR 

NOMOR  6  TAHUN 2013 

TENTANG 

PENGELOLAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI ALOR,  

Menimbang  :  a. bahwa pelabuhan mempunyai peran penting dan 

strategis dalam menunjang kelancaran arus lalu 

lintas kapal/perahu motor, penumpang dan/atau 

barang serta sebagai tempat perpindahan intra-

dan/atau antarmoda dalam mendorong  

pertumbuhan perekonomian daerah; 

b. bahwa pelabuhan yang dibangun oleh Pemerintah 

Daerah ataupun oleh Kementerian/Lembaga di 

Daerah yakni pelabuhan rakyat, tambatan 

perahu, jetty (dermaga mini) merupakan 

kewenangan Daerah untuk mengelola 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, maka perlu ada pengaturan 

yang jelas dan terarah guna peningkatan 

pengawasan atas keselamatan kapal, penumpang 

dan barang serta Pendapatan Asli Daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
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membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal; 

 

Mengingat  :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008     Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 

4844); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 

tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5070); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5093); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5108); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR 

dan 

BUPATI ALOR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 

3. Bupati adalah Bupati Alor. 
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4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang 

perhubungan. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang 

perhubungan. 

6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau 

perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan 

sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, 

dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 

keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta 

sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. 

7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, 

keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang 

dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat 

perpindahan intra- dan/atau antarmoda serta mendorong 

perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan 

tata ruang wilayah. 

8. Pelabuhan pengumpan lokal selanjutnya disebut pelabuhan 

adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 

angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam 

negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai 

tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam daerah. 

9. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk 

melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan 

penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 

10. Penyelenggara pelabuhan adalah lembaga yang dibentuk dan 

diberi tanggungjawab untuk mengelola pelabuhan. 

11. Unit Pengelola Pelabuhan yang selanjutnya disebut UPPel adalah 

lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk 
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melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan 

kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa  

kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang belum diusahakan 

secara komersial. 

12. Kelompok Pengelola Pelabuhan yang selanjutnya disebut KoPPel 

adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat 

untuk melakukan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan 

kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa 

kepelabuhanan untuk tambatan perahu dan/atau dermaga mini 

di Desa dan/atau Kelurahan.  

13. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan 

terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang 

menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan 

lingkungan maritim. 

14. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi 

persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, 

stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk 

perlengkapan alat penolong dan radio, elekronik kapal yang 

dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan 

pengujian.    

15. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang 

diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk 

menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya 

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin 

keselamatan dan keamanan pelayaran. 

16. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan 

usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas 

pelabuhan lainnya. 

17. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan 

kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan 

penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu 

dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. 

18. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai legalitas 

MI atau Legalitas Kesyahbandaran (khusus kapal berukuran isi 


